
          salinan 

 

BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR   61   TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  

NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat 

merupakan tanggungjawab negara sebagaimana amanat 

ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 

  b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Pekalongan, pedoman mengenai organisasi dan tata 

laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada 

pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten 

Pekalongan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata 

Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Pekalongan perlu diubah dan 

disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata 

Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Pekalongan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573 ); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 56); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94); 

4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019 

tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten      Pekalongan 

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 

Nomor 63); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 63 TAHUN 

2019 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN 

PEKALONGAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan  Tahun 

2019 Nomor 63), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pekalongan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pekalongan. 

8. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 

darurat. 
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9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh 

unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah yang selanjutnya  disingkat PPK-BLUD 

adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang 

selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola 

pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya. 

11. BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Pola 

pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah.  

12. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Rumah Sakit yang 

selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah 

Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap 

kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Direktur, 

Pejabat Pengelola Keuangan Dan Pejabat Teknis. 

13. Direktur adalah Kepala RSUD Kabupaten 

Pekalongan. 

14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut 

Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

BLUD. 

15. Pegawai adalah Pegawai RSUD yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Non 

Pegawai Negeri Sipil. 

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 
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17. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat Pegawai Non-PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi 

RSUD.  

18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat 

Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang 

memuat visi, misi, program strategis, pengukuran 

pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional. 

19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 

tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 

bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran 

SKPD. 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

21. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan 

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah 

manajemen yang baik dalam rangka pemberian 

layanan yang bermutu, berkesimabungan dan 

berdaya saing. 

22. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola 

pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

23. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

 

(1) RSUD merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus 

dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara 
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professional yang memiliki otonomi dalam 

pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik 

Daerah dan Pengelolaan Kepegawaian yang dipimpin 

oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan 

upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil 

guna dengan mengutamakan penyembuhan 

(kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya 

peningkatan (promotif), pencegahan terjadinya 

penyakit (preventif) dan melaksanakan upaya 

rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai 

standar pelayanan rumah sakit. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pelayanan medis; 

b. penyelenggaraan pelayanan penunjang; 

c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan 

pelatihan; 

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; 

e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan 

keperawatan; 

f. penyelenggaraan pelayanan rujukan; 

g. penyelenggaraan manajemen Sumber Daya 

Manusia; 

h. penyelenggaraan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan RSUD;dan 

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Bupati Pekalongan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

 

(1) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. pemimpin; 

b. pejabat keuangan; dan 

c. pejabat teknis. 
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(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 

Kesehatan. 

(4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, 

bertanggungjawab kepada pemimpin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(5) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di 

RSUD. 

 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf a, bertindak selaku kuasa pengguna 

anggaran/kuasa pengguna barang. 

(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tidak berasal dari pegawai negeri sipil, 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di 

bidang kesehatan ditunjuk sebagai pengguna 

anggaran/ pengguna barang. 

 

5. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut; 

 

Pasal 69 

 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang 

dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

68 ayat 2, diatur dengan peraturan pimpinan BLUD. 

(2) Dalam hal BLUD belum memiliki peraturan 

pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan 

Umum Daerah berpedoman pada Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 27 Juli 2022 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

TTD 

FADIA ARAFIQ 

 

Diundangkan    di Kajen 
pada tanggal  27 Juli 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
                                          TTD 
         M. YULIAN AKBAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 61 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
       KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
ADITOMO HERLAMBANG, SH 
                Pembina 
 Nip. 19680517 198903 1 009 

 


